
 

 

 

 

 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK  
  PROVINSI BANTEN 

 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LEBAK 

NOMOR :  177.1/Kep. 17 -DPRD/2025 

TENTANG 

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

TAHUN 2025-2029 MENJADI PERATURAN DAERAH 

 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Lebak Nomor: B.000.7/110-
BID.P2EPD/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal 
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah 
mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan 
Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk 

mendapatkan persetujuan bersama; 

c. bahwa persetujuan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lebak; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 



4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 

5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Lebak Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 7052); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 
5); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 
2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 
Nomor 20237); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 
Nomor 20248); 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak 
Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

DPRD Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak; 

3. Nota Penjelasan Bupati Lebak, Pandangan Fraksi-Fraksi, 

Jawaban Bupati Lebak, Laporan Panitia Khusus, Pendapat 
Akhir Bupati Lebak, Persetujuan dan Penetapan dalam Rapat 

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak; 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU :   Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 
Menjadi Peraturan Daerah. 

KEDUA : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KESATU apabila terdapat perubahan dan 
atau perbaikan hasil fasilitasi dan evaluasi Gubernur Banten 

kepada Pemerintah Daerah agar ditindak lanjuti sebagaimana 
mestinya. 

KETIGA  : Proses mekanisme penetapan dan pemberlakuan Peraturan 

Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

                         

Ditetapkan di Rangkasbitung 
pada tanggal 21 Juli 2025 

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK, 

 
 
 

       
JUWITA WULANDARI 

                                                                                      

 


